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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui
bahwa perjanjian kerja yang diadakan oleh PT. Mega Prima Dinamika dengan
tenaga kerjanya yang dibuat melalui media elektronik WhatsApp adalah sah.
Dikatakan sah karena memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja yang terdapat
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Walaupun media
yang digunakan adalah media elektronik (WhatsApp) dan di Indonesia tidak
secara khusus diatur di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang ITE
menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, begitu pula pada PP
Republik Indonesia N0.82 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan
Transaksi Elektronik pada pasal 47 ayat (2) huruf a.

Selain itu setelah dikaji kembali walaupun perjanjian kerja yang
dilakukan oleh PT. Mega Prima Dinamika merupakan perjanjian kerja yang
sah, tetapi jenis perjanjian kerja yang dilakukan tidak memenuhi kriteria
Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu sesuai dalam pasal 59 ayat (1) Undang-

Undang Ketenagakerjaan.



64

B. Saran

1. Dengan adanya UU ITE dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi
Elektronik, yang tentunya sudah dapat mengakomodir kesepakatan dan
bahkan kontrak elektronik, maka dalam pelaksanaannya pemerintah perlu
lebih maksimal dalam melakukan sosialisai mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan kesepakatan melalui media elektronik, agar dapat
dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, dan bagi
perusahaan-perusahaan yang mengadakan kontrak/perjanjian kerja melalui
media elektronik juga memberikan penjabaran mengenai kekuatan hukum
perjanjian kerja yang dibuat melalui media elektronik kepada calon pekerja
sebelum menyetujui perjanjian tersebut sehingga dapat menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan kedepannya.

2. Melalui penelitian ini seharusnya perusahaan (PT. Mega Prima Dinamika)
mampu mengkaji dan menggolongkan jenis-jenis perjanjian kerja sebelum
menerbitkan perjanjian kerja agar menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan kedepannya.
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